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INTISAK1

Program Landreform merupakan titik tolak perombakan stuktur pertanaiian di
Indonesia, pada hakekatnya landreform bertujuan untuk meningkaikan kesejahteraan
rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Guna
merealisasikan tujuan landreform tersebut maka dilaksanakan program redistribusi
tanah, redistribusi tanali ini mengadakan suatu pembagian tanah-tanali obyek
landreform untuk parapetani yang niemenuhi persyaratan dan prioritasn>'a sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
PembagianTanali dan Pemberian Ganti Kerugian

Di Kabupaten Purwakarta telah dilaksanakan redistribusi tanah obyek
landreform yang sebagian besar berasal dari tanah-tanah negara yang dikuasai tangsung
oleh negara, maksud dari redistribusi tanah ini adalah untuk mencapai pemerataan
pemilikan tanah pertanian, karena pada kenyataannya di Kabupaten Purwakarta masih
banyak petani yang mempunyai tanah kurang seimbang dengan kebutuhan hidup yang
harus dipenuhi. Bertitik tolak dari hal tersebut penyusun mengadakan penelitian tentang
pelaksanaan redistribusi tanali obyek landieform asal tanali negara yang dilaksanakan di
Kabupaten Purwakarta

Pennasalahan dalam penelitian ini adalah ; 1) Bagaimana pelaksanaan
redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Purwakarta, 2)
Mengapa surat keputusan pemberian hak hasil pelaksanaan Redistribisi tanali masih
banyak yang belum didaftarkan keKantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta

Tujuandari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi
tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Purwakarta 2) Untuk
mengetahui Kendala-kendala yang muncul sehubungan dengan pendaflaran surat
keputusan pemberian hak hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landieform dan
untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan
menggunakan teknik pengumpulan <lata berupa interview (wawancara), studi
kepustakaan, dekumentasi dan kuisioner. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu
sebanyak 75 Responden atau 10 % dari keseluruhan populasi yang diambil secara
random atau acak.

Hasil pengolahan data yang kemudian dianalisis menunjukkan bahwa
pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten
Purwakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sedangkan mengenai kendala beium didaitarkannya surat keputusan pemberian hak
hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landieform karena kurangnya motivasi atau
kesadaran hukum dari parapetani penerima redistribusi tanah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A Tatar bflakang

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik

sebagai sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan hidup eefaari-hari maupun sebgai

vvadah sarana pemenuhan fisik, dalam rangka peningkatan kesejahteraon dan

keniakmuran rakyat.

Kebutuhan akan tanah kbususnya bagi kehidupan manusia dari tahun ke

tahun seialu mengaiami peningkatan sejalan dengan pertambahan penduduk dan

tuntutan untuk pembangunaa Dengan demikian persoalan tanah semakin meningkat

dan runiit karena menyangkui berbagai aspek ekonomi, politik, budaya, hukum dan

pertanahan keamanan

Untuk memenuhi segala kebutuhan akan tanah dalam pembangunan

masyarakat adil dan makmut diperlukan aturan-aturan yang menyangkut mengenai

j. nulikan, penguasaan dan penggunaan tanah agar tanah dapat memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi keniakmuran dan kesejahteraan rakyat, untuk itu maka

oleh pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasrar 1945 disebutkan bahwa : "Bumi, air

dan kekayaan alam yang terkandung didaiamnya dikuasai oieh negara dan

dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyaf. Dengan berdasar pada pasal

tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
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Adapun tujuan UUPA itu seperti disebutkan dalam penjelasan umum angka

satu yaitu :

1. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agiaria nasional, yang akan

merupakan alat untuk keniakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan

rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

2. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam

hukum pertanahan.

3. Meletakan dasar-dasar memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas

tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dalam tujuan UUPA seperti dimaksud dalam penjelasan umum angka satu

diatas, dimaksudkan untuk menjadikan rakyat yang adil dan makmur, salah satunya

dengan menjamin hak rakyat tani atas tanah agar bisa membuat petani menjadi

sejahtera, hal ini dikarenakan luas tanah pertanian mengaiami penyusutan dan

penibalian penggunaan tanali menjadi tanah non pertanian. Dengan adanya

penyusutan luas tanah pertanian dan perubahan pengunaan tanali tersebut, maka

luas pemilikan tanah pertanian oleh masing-masing petani menjadi berkurang

bahkan ada sebagian petani yang tidak mempunyai tanahpertaniansama sekali.

Untuk merealisasikan tujuan UUPA tersebut diatas maka salah satunya

dilaksanakannya program Landreform yang merupakan titik tolak perombakan

stuktur pertanahan di Indonesia Tujuan diadakannya Landreform adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi

....J.w ...I* *>/ilr>rnt T«ilAfliAAin TA< T*\ 11. *l tt<\£<. i *k A*k*\t\i ,\it-yti<ki a/}anua Kihr-KatfvOt itiae<iion



seperti perombakan dibidang pemilikan tanah Stuktur sosial pedesaan, kenaikan

produksi peningkatan dibidang pemasaran dan sistini kredit. Dari berbagai ragam

permasalahan tersebut, yang paling raenarik perhatian, pemerintah akhir-akhir ini

adalah peningkatan produksi di bidang pertanian, tenitama padi dan bahan-bahan

makanan pokok lainya Untuk itu maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor

56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian termuat dalani lembaran

NegaraNomor 174 Taliun 1960.

Sebagai salah satu realisasi untuk mencapai tujuan Landreform tersebut

maka dilaksanakanlah progiam redistribusi tanah. Redistribusi tanah ini pada

dasarnya mengadakan suatu pembagian tanah-tanah obyek I^andreform untuk para

petani yang memenuhi persyaraian dan prioritasnya, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Taliun 1961 tentang pelaksanaan pembagian

tanah dan pemberian ganti kerugian, yang kemudian diubah dan ditambah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Taliun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4

Tahun 1977 tentang pemilikan tanah secara absente/guntai bagi para pensiunan

pegawai negeri. Sedangkan untuk tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara,

mengingatpenyelesaianya memerlukan penelitian yang khusus maka sesuai pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dinyatakan bahwa : Soal-soal

tersebut dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah, sesuai dengan ki Icntuan pasal 17 ayat (3) UUPA. Dalam

pasal 17 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa "Tanah-tanah yang kelebihan



I

dengan ganti kerugian, untuk seianjutnya dibagikan kepada rakyat yang

membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam PeraturanPemerintah".

Maksud dari redistribusi tanah adalah untuk mencapai pemerataan

pemilikan tanah pertanian, karena pada kenyataanya di Indonesia masih banyak

parapetani yang mempunyai tanali kurang seimbang dengan kebutuhan hidup yang

harus dipenuhi.

Luas tanali garapan petani sengat kecil bahkan kadang-kadang mereka sama

sekali tidak mempunyai tanah biasanya mengerjakan tanah mihk orang lain

melalui berbagai cara antara lain dengan bagi hasil, sewa ataupun buruh tani.

Mereka pada umumnyatermasuk pada golongan yang kedudukannva lemah, karena

mereka tergantung pada pemilik tanah yang menentukan imbangan pembagian hasil

dari tanah, upali, sewa sedangkan tanali yang tersedia terbatas dan calon

penggarapnya banyak,

Di Kabupaten Purwakaita sebagian besar penduduknya adalah petani, juga

menghadapi permasalahan yang sama sebagaimana diuraikan diatas, Untuk

mengurangi ketergantungan petani penggarap terhadap pemilik tanah serta untuk

meningkatkan taraf hidupnya oleh Pemerintaii Daerah Kabupaten Purwakaita

dilaksanakan program redistribusi tanah. Tanah obyek Landreform yang

diredistribusikan sebagian besar berasal dari tanah-tanah yang dikuasai langsung

oleh negara

Untuk merealisasikan redistribusi tanah pertanian tersebut sesuai pasal 8



priorotas diatur pula tentang syarat-syarat baik syarat khusus maupun syarat umum

yang tertuang didalam pasal 9 Peraturan termaksud.

Di dalam pelaksanaan redistribusi tanali obyek Landreform di Kabupaten

Purwakarta, masih banyak para petani penerima redistribusi tanah obyek

Landreform yang sudah menerima Surat Keputusan Hak Mulik tetapi belum

didaftarkan tanahnya meskipun sudah melewaii batas waktu pendaftaran yaitu 15

tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penyusun berminat untuk mengadakan

penelitian dengan judul : "Efektivitas Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek

Landreform asal Tanah Negara di Kabupaten Purwakarta Propivinsi Jawa

Barat".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latai belakang dan permasalahan yang terjadi dalam

pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabimaten

Purwakaita, Maka penyusun mencoba mengemukakan rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanali obyek landreform asal tanah negara di

Kabupaten Purwakarta ?

2. Apa yang menjadi kendala-kendala belum didaftarkannya surat keputusan

pemberian hak hasil pelaksanaan redistribusi tanah ke Kantor Pertanahan

ir~U * r».~ I—-j„ o



C. Batasan Masalab

Mengingat terbatasnya kemampuan penyusun baik dana, Waktu dan lokasi

yang akan diteliti serta banyaknya obyek tanah landreform seperti yang diatur

dalam Peraturan Pemerintaii Nomor 224 Taliun 1961, maka penyusun membatasi

masalah penelitian dangan batasan-batasan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara yang dikuasai

langsung oleh negara yang sudah keluar surat keputusannya tetapi belum

didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta untuk mendapatkan

sertipikat sebagai tanda buktinya

2. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah suatu prosedur pelaksanaan redistribusi tanah dari proses

penegasan tanah negara menjadi tanah obyek landreform sampai pemberian

surat keputusan hak milik kepada para petani penerima redistribusi tanah.

D. Tujuan Penelitian

1. lngin mengetahui prosedur pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform

asal tanali negara di Kabupaten Purwakarta

2. Ingin mengetahui kendala-kendala yang muncul sehubungan dengan belum

didafiarkannya surat keputusan pemberian hak hasil pelaksanaan redistribusi

tanah obyek landreform dan upaya-upaya apa yang hams dilakukan oleh

14 *'.f «~1it Il4ti-1 vt(\viiiHI."i



E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai bekal dan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penyusunan dalam

pelaksanaan tugas pertanaiian di daerah.

2. Mengemukakan masalah yang terdapat dalam kenyataan, melalui dan

menghubungkan pengetahuan teori dan kenyalaan dfdam praktek, juga

bagaimana jalan pemecahannya.

3. Untuk bahan masukan bagi pen ;; daerah khususnyu bagi aparat jajaran

Badan Pertanahan Nasional bagi peningkatan pelaksanaan redistribusi tanah

obyek landreform.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan redsitribusi tanah

obyek landreibrm asal tanah negara di Kabupaten Purwakarta, penyusun dapat menarik

kesimpulan :

1. Baliwa pelaksanaan redsitribusi tanali obyek landreform asal tanali negaia di

Kabupaten Purwakaita sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Hal ini dapat teriihat khususya dalam hal pelaksanaan pembagian tanah dan

pemberian ganti kerugian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224

Tahun 1961. Atau dengan kata lam dapat dikatakan efektif

2. Kendala-kendala belum didaftarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Hasil

pelaksanaan redsitribusi tanah obyek landiefonn asal tanah negaia adalali.

a Tanah obyek landreform asal tanah negara tersebut tidak produktif untuk

ditanami, sehingga tidak bisa digarap secaraoptimal,

b. Para Petani penerima redistribusi tanah obyek landreform tersebut masih ada

yang belurn membayar uang pemasukan kepada negaia,

c. Tanali hasil pelaksanaan redsitribusi tanali sudah diperjualbelikan kepada

orang lain secara dibawah tangan;
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e. Kurangnya kesadaran hukum dari petani penerima redsitribusi tanah obyek

landreform tersebut.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintaii untuk mengatasinya adalah sebagai

berikut:

a Tanah-tanah obyek landreform yang tidak produktif untuk ditanami, maka

akan diberikan penyuluhan dan pembinaan untuk rnengganti dengan tanaman

lain yang lebih cocok dan menghasilkan;

b. Para petani penerima redistribusi tanah obyek landreform yang masih ada yang

belum membayar uang pemasukan kepada negara, maka akan diberikan

perpanjangan jangka waktu pembayaran;

c. Untuk tanah-tanah vang sudah diperjualbelikan kepada orang lain secara

dibawah tangan terlebih dahulu diadakan pelepasan kepada yang membeli,

selanjutnyapernbeli dapat mengajukan permolionan redishibusi tanah;

d. Untuk petam penerima redishibusi tanali obyek landreform yang ekonominya

lemah diadakan pensertifikatan (Pendaftaran Tanah) massal melalui Prona

B. Jiarau saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang pelaksanaan redistribusi

tanali obyek landreformasal tanah negaia di Kabupaten Purwakarta,. penyusun mencoba

menyampaikan saran-saran sebagai berikut:
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1. Program penyuluhan perlu ditingkatkan lagi terhadap para petani penerima

redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara baik dari segi materi maupun

frekuensinya sehingga apa yang menjadi tujuan redishibusi tanali obyek landreform

dapat tercapai;

2. Kantor Pertanaiian Kabupaten Purwakaita perlu mengadakan inventarisasi mengenai

data pemilik Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah sehingga teriihat siapa

yang belum melaksanakn kewajibannya, baik itu dalam hal pembayaran uang

pemasukan kepada negara maupun dalam hal pendaftaran tanahnya;

3. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform tidak hanya sampai pemberian

Surat Keputusannya sajatetapi sampai kepada pendaftaran tanahnya sehingga tanah-

tanah hasil redistribusi tanah obyek landiefonn menjadi tertib dan memberikan

periinduugan hukum kepada para petani tersebut melalui sertipikat sebagai bukti

kepemilikan yangsyali dan kuat.
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